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Desak PP 85 Tahun 2021 Dicabut

Gus Muhaimin: Kalau Menterinya
Nggak Mau, Saya Minta Presiden

Nelayan mempersoalkan Peraturan Pemerintah

(PP) Nomer 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor
perikanan. Kenaikan tarif dalam PP tersebut merugikan
nelayan, karena ada perbedaan tarif dan kenaikan

pungutan yang tidak wajar.

HAL itu terungkup saal Wakil
Ketug DPR Abdul Muhaimin
Iskandar melakukan audiensi
dengun sejumlah asosiasi ne
lavan. Sejumlah asosiasi nelavan
mengungkapkan kebheratannya
terhadap PNBP Sekior Perihunan
i?:lki':l--‘ilh‘l|'l|||\i||1|]):1 PP &5
Tahun 2021,

“Sava menunggy usulan dan
masukan dari pengusaha ka-
pal. nelayan dan musyarakat.
vang terdampak Peraturan
Pemerintah Noamor 85,7 kata
Gus Muohawomin, sapaan Abdul
Muhatman Iskandar, saat mem-
buka audiensi dengan sejumlah
asostast nelayan di Gedung DPR.
Kompleks Parlemen, Jakarta,
kemarin,

Ketua Asosiasi Pengusaha
Perikanan Gabion Belawan
IAP2GB ) Salah H Daulay me-
nvitakan, PP Nomor 85 Tahun
2021 bertujuan untuk mening-
katkan PNBP di sekior penka-
nan. Namun. PP ersebut justru
membebam nelayan dan pelaku
usitha perikanan.

Pada aturan sebelumnva. ura
dia, kategon kapal skala kecil.
di bawah 60 Gross Ton (GT)
dikenakan tarif 1 persen. Aluran
tersebut meningkan sebanyak
lima kal lipat pada PP Nomor
T3 Tahun 2005, menjadi 5 persen
dengan kategon kapal kecil 30
Al Gl

“In PP Nomor 85 Tahun 2021,
GT kapal semakin kecil juga

dikenakan, vaitu kapal dengan
ukuran-5-600 GT dengan tani

3 persen. Menurut kami. tanf

PNBP 5 persen bagi nelayan
kedil sangat menfada-ada. Kann
mempertanyakan KKFP konsul-
tasinva dengan-sidpa?’ lanya
Solah.

Dalam_k@sempatan yang
samit Ketua Himpunan Nelayvan
Fengusaha Perikanan (HNPP)
Samudra Bestari Remon me-
AYOROTL AU mengenal patokan
Pt ikan.

Diungkapkan. patokan harga
ihan di dacrah berbeda-beda.
dan harga yang ditetapkan Ke-
menterian Kelautan dan Pen
kanan (KKP)
harga di tingkat pasar.

“Harga Patokan lkan (HPL
vang ditetapkan KKP berdasar-
kan perkiraan. Mercka tidak
mehhat realitas di masyvarakat
Tingginya HPI akan meningkat
kan pungutan PNBP sckior pen
kanan, tapr membebani nelavan
dan pelaku usaha perikanan,
upar Remon

wh melampaui

L.ehih lapgut. Remon menilai,
pengesdhan PP 85 Tahun 2021
1weal mendadak dan udak se-
sial dengan ruh'Undane-Undang
tULkPerikanan. ‘Bahkan. PP
lersehuumemberatkan para ne-
layan.

*Kanmi suduh 30 whun, bekerja
di perikanan. Tapi. idak pernah
digjak bicara untuk membahas
PP 85, nba-tiba saga sudah ke-
luar.” sesal dia,

Remon juga meny tarakan per-
soalan Kelang kaan BBM jenis so-
lardi Kalangan nelavan. Buhkan.
harga solar nonsubsidi di daerah
mencapai Rp 1 2.800) per liter dan
ditambih beban pajak. schingga
nelavan ndak bisa melaut

“Kami meminta kepastian,
kenapa Lap ganh rezim ganti
peraturan, apa vang terjadi d
KKF. KKF hanya memikirkan
mhbil pajak dan PNBP
it tapi tidak memikirkan
imana kami mendapatkan

ra. Ketua Umum
van Indonesia tAND
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Rivono menyatakan, asal muasal
sumber permasalahan penolakan
darr nelavan terhadap PP 83
Tahun 2021 adalah berubahnyva
targel PNBP dan sekwor kelau-
tan dan penkanan dan Ep 6K
miliar menjadi Rp 12 triliun.
“Karenanya. PP il harus di-
hat: T Celusnya.

Sctelah mendengar aspirasi s
jumlah asosiast, Gus Muhainin
siap memperjuangkan aspirasi
Asosiast Nelavan

Ketua Umum Pana Kebang-
kitan Bangsa (PKB} ini akan
meminta Menteri Kelautan
dan Perikanan Wahyu Sakti
Trenggono mencabut PP RS
Fahin 2021 Karena memberatkan
nelavan dan pengusaha penka
nan Indonesia
Staf-staf sava DPR 1elah
merckam dan mencatal masukan
Menurut sava.

L
Kan.,

secara detainl
persoalan i perlu ditindaklan-
Kalau menterinva tidak
mau mencabut, va Kita dorong
Presiden mencabul.” tegas Gus
Muhaimin. mOK




